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KetapangRaih -~
‘Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut

W
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TERIMA LHP - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo SSTP MSi menerima Laporan Hasil Pem-riksaan

(LHP) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangap Pemerintah Daerah

(LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI)

Perwakilan Kalimantan Barat, S

Senin (26/5).

PONTIANAK, SP -
- Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Ketapang kem-
bali meraih opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) atas
Laporan Keuangan Pemer-
. intah Daerah (LKPD) Ta-
hun Anggaran 2024.
 Penyerahan  Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP)

dilakukan pada Senin (26/5)

di Kantor BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat
di -Kota Pontianak. Bupati

Ketapang, Alexander Wilyo

’_"“f'—“"'_—._" T
SSTR M§i dan Wakil Ketua
DPRD Ketapang, Syaidianur
SPd MPd hadir langsung

* dalam kegiatan tersebut.

“Dengan penuh rasa syu-
kur, Kabupaten Ketapang

.. kembali mendapatkan opini

WTP untuk yang ke-11 ka-

linya secara berturut-turut,”

ujarnya.
Bupati Alexander me-

' nyatakan, capaian tersebut

menjadi bukti komitmen
Pemkab Ketapang dalam
mewujudkan visi pemban-
gunan berkeadilan menuju
Ketapang yang maju dan

r—

mandiri. ’

Opini  WTP merupak-
an bentuk pengakuan atas
pengelolaan keuangan dae-
rah yang dinilai transpar-
an, akuntabel, dan efisien.
Menurut Bupati Alexander,

setiap rupiah anggaran telah

dipertanggungjawabkan
sesuai aturan dan diarahkan
untuk pembangunan yang
merata. : :
“Prestasi ini merupakan
hasil kerja keras 'seluruh
jajaran Pemerintah Kabu-
paten Ketapang yang juga
didukung penuh oleh ma-

ri Haryati di Kantor BPK Rl Perwakilan Kalimantan Barat, Kota Pontianak,

syarakat,” ucggnya. ]

Ke depan, Pemkab Ket-
apang berkomitmen untuk
terus meningkatkan kuali-
tas tata kelola keuangan
daerah dengan berlandas-
kan prinsip-prinsip good
governance.

Opini WTP tegas Bu-
pati Alexander, dinilai seb-
agai modal penting dalam
percepatan pembangunan
infrastruktur, peningkatan
sumber daya manusia yang

- berdaya saing, serta pertum-

buhan ekonomi yang inklu- -
sif dan berkeadilan. (teo/*)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
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